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" But they plan, and Allah plans. And Allah is the best of planners." 

Quran 8:30 
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ABSTRAK 
 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME ASESMEN 

TERPADU DALAM PENANGANAN KASUS PENYALAHGUNAAN 

NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI 

SUMATERA SELATAN 

 

MUHAMMAD RAJA 

502021077 

 

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah besar yang terus 

berkembang dan mengancam kehidupan sosial, ekonomi, serta kesehatan 

masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), 

Indonesia masih menghadapi ancaman serius terkait penyalahgunaan narkotika, 

yang tidak hanya melibatkan kalangan usia produktif, tetapi juga berbagai lapisan 

masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya penanggulangan yang lebih 

komprehensif, termasuk penegakan hukum yang tegas dan pendekatan 

rehabilitatif yang dapat memperbaiki kondisi para penyalahguna narkotika. 

Permasalahan yang dikaji daam penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme 

penerapan asesmen terpadu dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika 

oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan? Bagaimana efektivitas 

penerapan asesmen terpadu dalam menentukan rehabilitasi atau pemidanaan 

terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Sumatera Selatan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode Kualitatif, sedangkan penedekatan yang digunakan adalah Yuridis 

Empiris. Hasil penelitianya mekanisme penerapan asesmen terpadu dilakukan 

BNNP Sumsel berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapannya sendiri berdasarkan 

Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara sebagai pedoman teknis 

pembentukan dan bekerjanya tim asesmen terpadu yang terdiri dari tim dokter 

untuk mengidentifikasi taraf kecanduan serta tim hukum guna menyelidiki 

keterlibatan penyalahguna dan pecandu dengan jaringan peredaran narkotika. 

Efektifitas penerapan asesmen terpadu dalam menentukan rehabilitasi atau 

pemidanaan terhadap penyalagunaan narkotika di Sumatera Selatan sudah 

sepenuhnya efektif. Karena dengan melakukan asesmen terpadu dapat dilihat 

apakah penyalahguna ini murni sebagai korban yang harus direhabilitasi atau 

sebagai pelaku pengedar atau bandar yang harus dilakukan pemidanaan. 

 

Kata Kunci: : Asesmen Terpadu, Penyalahgunaan, Narkotika 
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ABSTRACT 
 

JURIDICAL ANALYSIS OF THE INTEGRATED ASSESSMENT 

MECHANISM IN HANDLING NARCOTIS ABUS CASES BY THE 

NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF SOUTH SUMATERA 

PROVINCE 
 

MUHAMMAD RAJA 

502021077 

 

Drug abuse is one of the major problems that continues to grow and threatens 

social, economic, and public health in Indonesia. Based on data from the National 

Narcotics Agency (BNN), Indonesia still faces a serious threat related to drug 

abuse, which not only involves the productive age group but also various layers of 

society. Therefore, more comprehensive countermeasures are needed, including 

strict law enforcement and rehabilitative approaches that can improve the 

conditions of drug abusers. The issue examined in this research is: How is the 

mechanism for implementing integrated assessment in handling narcotics abuse 

cases by the National Narcotics Agency of South Sumatra Province? How 

effective is the implementation of integrated assessment in determining 

rehabilitation or punishment for drug abuse by the National Narcotics Agency of 

South Sumatra Province? The research method used in this study is the 

Qualitative Method, while the approach used is the Empirical Juridical. The 

research results indicate that the mechanism for implementing integrated 

assessments by BNNP Sumsel is based on the provisions of Article 127 

paragraphs (2) and (3) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Its 

implementation is based on the Joint Regulation of 7 (seven) State Institutions as 

technical guidelines for the formation and operation of the integrated assessment 

team, which consists of a medical team to identify the level of addiction and a 

legal team to investigate the involvement of abusers and addicts with drug 

trafficking networks. The effectiveness of the implementation of integrated 

assessments in determining rehabilitation or sentencing for drug abuse in South 

Sumatra has been fully effective. Because by conducting a comprehensive 

assessment, it can be determined whether the abuser is purely a victim who needs 

rehabilitation or a dealer or trafficker who should be punished.  

 

Keywords: Integrated Assessment, Abuse, Narcotics 
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BABlI 

PENDAHULUANl 

A. LatarlBelakang 

Kejahatan selalu hadir dalamlmasyarakat, layaknya mataharilyang 

terbit di timur setiap hari atau pergantian musim yang berlangsung secara 

siklis sesuai dengan hukum alam. Kejahatan merupakan fenomena universal 

dalam kehidupan manusia dan sering dianggap sebagai salah satu 

permasalahan sosial tertua. Di antara berbagai bentuk kejahatan, 

pelanggaran yang berkaitan dengan narkotika telah menjadi perhatian 

dunia, terus menjadi isu utama serta topik perbincangan di berbagai negara. 

Penyalahgunaan narkoba kini telah menyebar luas, memengaruhi hampir 

seluruh negara, menyebabkan kerusakan fisik, gangguan kesehatan mental, 

masalah emosional, serta perubahan dalam perilaku sosial masyarakat. 

Masalah ini telah berkembang menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan 

negara, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir, baik di 

tingkat nasional maupun internasional. 

Kejahatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal, nasional, atau 
regional, tetapi juga dapat berkembang menjadi permasalahan global. 
Kemajuan teknologi dalam bidang transportasi, informasi, dan komunikasi 
telah mempermudah pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya, 
memungkinkan aktivitas kriminal lintas negara dengan cepat dan tingkat 
mobilitas yang tinggi. Hal ini melahirkan fenomena yang dikenal sebagai 
kejahatan ‘tanpa batas’ atau kejahatan transnasional.1 

 

“Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki dampak 

signifikan terhadap masa depan generasi muda suatu negara adalah 

kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.”2 Jaringan sindikat peredaran 

narkoba dapat dengan mudah melintasi batas negara melalui sistem 

manajemen yang terorganisir dengan baik serta pemanfaatan teknologi 

canggih, menjadikan Indonesia sebagai titik transit atau bahkan tujuan 

perdagangan narkotika ilegal." 

                                                           
1

 Barda Nawawie Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan 

Dengan Pidana Penjara (semarang: Universitas Diponegoro, 2010). Hlm 15 
2
 Romli Atmasasmita, TindaklPidana NarkortikalTransnasional DalamlSistem Hukum 

PidanalIndonesia (Bandungl: PT. lCitra AdityalBakti, l2009). Hlm 20 
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Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah menjadi pasar utama bagi 
sindikat peredaran narkoba internasional yang berorientasi pada 
keuntungan komersial. Di antara jaringan sindikat transnasional yang 
beroperasi di negara-negara berkembang, Indonesia dipandang sebagai 
pasar yang menjanjikan untuk penjualan narkoba di kawasan Asia.3 

Kejahatan narkotika telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, tidak 
hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengganggu 
tatanan sosial masyarakat serta berpotensi menghambat pembangunan 
nasional, baik dari segi material maupun spiritual. Kondisi ini dapat 
melemahkan stabilitas keamanan nasional serta menghambat upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam 
tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat. Salah satu 
pendekatan yang efektif dalam menangani kejahatan narkotika adalah 
kebijakan hukum pidana yang menitikberatkan pada rehabilitasi bagi 
pengguna narkoba.4 

 

Pecandu narkoba dianggap sebagai "orang sakit" yang memerlukan 

perawatan melalui penempatan di fasilitas rehabilitasi sosial. Pandangan ini 

muncul karena banyak pelaku dalam kasus narkotika termasuk dalam 

kategori korban penyalahgunaan, yang secara tidak langsung dipandang 

sebagai individu yang membutuhkan pengobatan. Penempatan pecandu 

narkoba di fasilitas rehabilitasi sejalan dengan tujuan yang tercantum dalam 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 4 

huruf d, yang mewajibkan penyediaan layanan medisldan sosiallbagi 

pengguna serta pecandulnarkotika. Selainlitu, Pasall127 beserta Pasall54, 

l55, danl103 menjadi pedoman dalam pelaksanaan upaya pemulihan. 

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tanggung jawab dalam 

melakukan penilaian pembuktian guna menentukan apakah seseorang yang 

terlibat dalam kasuslnarkotika termasukldalam kategorilpecandu, sehingga 

dapat diberikan sanksi rehabilitasi dalam proses hukum. Prosedur ini 

idealnya harus diatur dengan baik. Namun, dalam praktiknya, ketika pihak 

kepolisian menangkap seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan 

narkoba, mereka sering kali langsung membuat laporan polisi tanpa terlebih 

                                                           
3
 Andi Hamzah dan R.M Surachman, Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika (Jakarta: 

PT. Sinar Grafika, 2004). Hlm 3 
4
 Saut Maruli Tua Silalahi et al., “PeranlPenyidik BadanlNarkotika NasionallProvinsi 

SumateralUtara DalamlPenegakan HukumlTindak Pidana PencucianlUang Yang BerasallDari 

TindaklPidanalNarkotika,” LocuslJournal of AcademiclLiterature Reviewl3, no. l3 (l2024): 

l283–296, lhttps:// ldoi.org/l10.56128/lljoalr.v3i3.301. 
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dahulu memperoleh hasil pemeriksaan medis (visum et repertum) dari 

dokter untuk memastikan apakah orang yang ditahan benar-benar 

pengguna narkoba. 

Dalam kasus narkotika, pemeriksaan medis merupakan bagian dari 

proses asesmen. Sistem Asesmen ini diperkenalkan oleh BNN sebagai 

langkah maju, dengan menetapkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan 

bagi korban penyalahgunaan narkoba. Untuk mendukung inisiatif ini, telah 

diterapkan KesepakatanlBersama/Peraturan Bersamalantara 

MahkamahlAgung dan kementerianlterkait yang mengatur penanganan 

tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam kasus penyalahgunaan 

narkoba. 

Kesepakatan bersama ini melibatkan KementerianlHukum danlHak 

Asasi Manusia, KementerianlKesehatan, KementerianlSosial, 

KejaksaanlAgung, KepolisianlRepubliklIndonesia, sertalBNN. Tujuanldari 

penerbitan peraturan ini adalah untuk memastikan adanya regulasi yang jelas 

terkait upayalrehabilitasi medisldan sosiallbagi penyalahgunalserta 

pecandulnarkotika. 

Istilah "narkotika" berasal dari bahasa Yunani, yakni kata Narkoun, yang 

berarti menyebabkan kelumpuhan atau mati rasa. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 

Undang-UndanglNo. 35lTahun 2009lnarkotikaldidefinisikanlsebagai zatlatau 

obatlyang berasalldari tanamanlmaupunlnon-tanaman, baikldalam bentuk 

sintetislllmaupunlllsemi-sintetis, lyangllldapat memengaruhilllkesadaran, 

menghilangkanlrasa, mengurangilatau menghilangkanlrasalsakit, lserta 

berpotensilmenyebabkanlketergantungan. Penggolongan zat-zat ini 

diaturlsesuai denganlketentuan dalamlUndang-Undang No. 35lTahun 

2009ltentanglNarkotika. 

Penempatanlrehabilitasibagilpecandu narkoba danlkorban 
penyalahgunaan yangltengah menjalanilproses hukumldiatur secara khusus 
dalamlPeraturan PemerintahlNo. 25lTahun 2011ltentang PelaksanaanlWajib 
Laporlbagi PecandulNarkotika, SuratlEdaran MahkamahlAgunglNo. 
07lTahunl2009 tentanglPenempatan Penyalahguna Narkotika dalam Terapi 
dan Rehabilitasi, serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa 
Agung, Kapolri, dan Kepala BNN No. Ol[PB/MA/111/2014, No. 03 Tahun 2014, 
No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No.: Perber 005/A/JA/03/2014, No. I 
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Tahun 2014, No.: Perber/Ol/III/2014 (BNN), yang mengatur tata cara 
penanganan pecandu narkotika di lembaga rehabilitasi.5 

 

Sejumlah peraturan telah diterbitkan untuk mengatur rehabilitasi 

pecandu narkoba dalam proses hukum. Salah satunya adalah Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No. 80lTahun 2014ltentang Pedoman 

TeknislRehabilitasi Medislbagi Pecandu, lPenyalahguna, 

danlKorbanlPenyalahgunaanlNarkotika yanglberada dalamltahap Penyidikan, 

lenuntutan, lPersidangan, ataultelah menerima Putusan Pengadilan. Selain itu, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polril) mengeluarkanlTelegram No. 

STRl/701l/VIIIl/2014 pada 22lAgustus 2014, yang berisi pedomanlpelaksanaan 

rehabilitasilpada tahaplpenyidikan. Badan NarkotikalNasional (BNNl) juga 

menerbitkan PeraturanlNo. 11 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Penanganan 

Tersangka dan/atau Terdakwa yang merupakan Pecandu serta Korban 

Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi. 

 Dalam menentukan diagnosis, terdapat dua langkah yang dapat 

dilakukan: 

1. Instrumen skrining khusus, yang bertujuan untuk mengumpulkan 
informasi mengenai faktor atau masalah yang berpotensi berkaitan 
dengan penggunaan narkotika. 

2. Asesmen klinis, yaitu evaluasi yang dilakukan melalui wawancara 
dengan subjek guna memperoleh gambaran klinis secara menyeluruh 
serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Tujuan dari 

                                                           
5

 A.RlSujono danlDaniel, KomentarlDan PembahasanlUndang-UndanglNomor 

35lTahun 2009lTentanglNarkotika (Jakartal: PTlSinarlGrafika, l2011). Hlml32 
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proses ini adalah membangun komunikasi dan interaksi, menetapkan 
diagnosis, serta memberikan umpan balik. 6 

Pemulihan bagi pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 

memerlukan asesmen terhadap setiap klien baru. NAPZAlmerupakan zatlyang, 

ketika masuklke dalamltubuh manusia, dapat memengaruhi otak serta sistem 

saraf pusat, berpotensi menyebabkan gangguan fisik, mental, dan sosial akibat 

kebiasaan, ketergantungan, serta kecanduan. Asesmen ini memiliki peran 

penting dalam membantu menyusun rencana terapi dan menentukan diagnosis 

yang akurat. Selain itu, asesmen dilakukan secara berkala (setiap enam bulan) 

untuk menilai perkembangan terapi klien. Hasil asesmen ini juga menjadi 

dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai referensi bagi tenaga medis 

dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum jika klien terbukti 

menggunakan narkotika. 

Pertanyaan yang diajukan selama wawancara asesmen mencakup 

beberapa aspek berikut: 

1. Data Demografis, termasuk status pernikahan dan tingkat 
pendidikan tertinggi yang telah ditempuh.   

2. Kondisi Kesehatan, mencakup riwayat penyakit kronis serta riwayat 
rawat inap yang tidak berkaitan dengan narkotika.   

3. Status Pekerjaan dan Dukungan Hidup;   
4. Rincian Penggunaan Narkotika, seperti usia pertama kali 

menggunakan, jenis zat yang dikonsumsi, perubahan yang dirasakan, 
riwayat overdosis, keinginan untuk menggunakan kembali, serta 
nasihat yang pernah diterima terkait penggunaan zat tersebut.   

5. Status Hukum, mencakup keterlibatan dengan kepolisian, riwayat 
penahanan, serta keputusan pengadilan yang belum terselesaikan.   

                                                           
6
 Syaiful Bakhri, Kejahatan Narkotic Dan Psikotropik (Jakarta: Gramata Publishing, 

2019). Hlm 14 
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6. Riwayat Keluarga dan Sosial.   
7. Kondisi Psikiatri.7 

 

Pengguna narkotika yang berstatus tersangka dalam kasus narkotika, jika 

ditahan dan terbukti positif menggunakan narkotika melalui tes urine, darah, 

rambut, atau DNA, akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan negara atau 

cabangnya yang berada dilbawah KementerianlHukum danlHak AsasilManusia 

RepubliklIndonesia. Penempatan ini didasarkan pada Laporan Pemeriksaan 

Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta hasil konfirmasi dari 

Tim Asesmen Terpadu (TAT). Individu tersebut dapat diberikan perawatan dan 

pengobatan untuk keperluan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 

(4) Peraturan Bersama Nomor: PERBER/OI/111/2014/BNN tentang Penanganan 

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi. 

Meskipun regulasi ini menekankan perlakuan yang lebih manusiawi 

terhadap pecandu narkotika, penanganan kasus yang masuk dalam proses 

hukum tetap memerlukan asesmen yang cermat dan mendalam. Proses ini 

harus melibatkan pihak berwenang untuk menilai tingkat ketergantungan 

serta peran individu dalam tindak pidana narkotika. Dengan asesmen 

tersebut, dapat ditentukan apakah seoranglpecandu atau 

korbanlpenyalahgunaan narkotikalyang telahlditetapkan sebagai 

tersangkalmemenuhi syaratluntuk ditempatkanldi fasilitas rehabilitasilmedis 

dan/ataulsosial. 

                                                           
7
 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005). Hlm 34 
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Berdasarkan padallatar belakangltersebut tadi, penulislmerencanakan 

sebuahlpenelitian skripsi denganlmengambil judull “ANALISIS YURIDIS 

TERHADAP MEKANISME ASESMEN TERPADU DALAM PENANGANAN KASUS 

PENYALAHGUNAANlNARKOTIKAlOLEH BADANlNARKOTIKA 

NASIONALlPROVINSIlSUMATERA SELATANl”. 

B. Permasalahanl 
 
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu dalam 

penanganan kasus penyalahgunaanlnarkotika olehlBadan 

NarkotikalNasional Provinsi SumateralSelatan? 

2. Seberapa efektif penerapan asesmen terpadu dalam menentukan 

rehabilitasi atau hukuman bagi pelaku penyalahgunaanlnarkotikaloleh 

BadanlNarkotika NasionallProvinsi SumateralSelatan? 

C.   Ruang Lingkup. 

Penelitianlini berada dalam ranah hukumlpidana, dengan fokus pada 

Undang-Undang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), khususnya terkait analisis yuridis terhadap proses asesmen 

terpadu yang diterapkan olehlBadan NarkotikalNasional ProvinsilSumatera 

Selatan. 
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D. TujuanlPenelitian  

1. Memahami mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu dalam 

penanganan kasus penyalahgunaanlnarkotika olehlBadan 

NarkotikalNasional Provinsi SumateralSelatan. 

2. Menilai efektivitas penerapan asesmen terpadu dalam menentukan 

rehabilitasi atau hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotikaloleh 

BadanlNarkotika NasionallProvinsi SumateralSelatan. 

E. ManfaatlPenelitian. 

1. Penelitianlini memberikanlkontribusi intelektual dalam pengembangan 

kajian di bidang penegakan hukum, terutama dalam menangani tindak 

pidana narkotika. Kajian ini sangat relevan dalam menganalisis aspek 

yuridis dari proses asesmen terpadu yang diterapkan 

olehlBadanlNarkotika NasionallProvinsi SumateralSelatan. 

2. Hasil penelitianlini diharapkan bermanfaat bagi lembaga legislatif, aparat 

penegak hukum, masyarakat umum, serta dapat dijadikan referensi bagi 

penelitian selanjutnya di bidang yang terkait. 

F.   Kerangka Konseptual 

1. Analisis hukum merupakan proses penyelesaian masalah dengan 

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, peraturan perundang-

undangan, serta norma hukum yang diterapkan.8 

                                                           
8
 Suyantol, MetodelPenelitian Hukuml (JawalTimur: UnigreslPress, l2022). Hlml13 
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2. Asesmen Terpadu adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai 

kondisi individu yang terdampak penyalahgunaan narkotika, mencakup 

aspek medis dan sosial.9 

3. Penyalahgunaan narkotika merujuk pada penggunaan zat yang tidak 

ditujukan untuk kepentingan medis, melainkan untuk mendapatkan efek 

tertentu, dengan dosis berlebihan, pola penggunaan tidak teratur, serta 

dalam jangka waktu lama, yang mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, 

mental, dan kehidupan sosial. 10 

4. BadanlNarkotikalNasional (lBNN) merupakanlLembaga PemerintahlNon-

Kementerian (LPNKl) di Indonesialyang memiliki tugaslutamaldalam 

memberantas penyalahgunaan danlperedaran gelap zatlpsikotropika, 

prekursor, serta zat adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol. Hal ini 

diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN dipimpin oleh seorang 

kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan 

berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar 

hukum keberadaannya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN berstatus sebagai lembaga non-

struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 

                                                           
9

 lRofik, “PelayananlRehabilitasi PenyalahgunaanlNarkotika DilKabupatenlKediri,” 

Policyland MaritimelReview, l2022, 1l–16, httpsl://doi.orgl/10.30649v/pmr.v1i2l29. 
10

 Angga Saputra and Muhammad Taufiq, “Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri 

Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak” 13 

(2024): 137–147, https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.707. 
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Tahun 2002, kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 83 

Tahun 2007. Di tingkat provinsi, lembaga ini berfungsi sebagai perwakilan 

BNN di wilayah tersebut.11 

G.   ReviewlStudi Terdahulu  

Hasillpenelitian terdahulu dapatldigunakan sebagai acuanluntuk 

studilini. Olehlsebab itu, ltabel di bawahlini menyajikan ringkasan temuan 

dari penelitian-penelitianlsebelumnya. 

lNo. NamalPenulis lJudul & Tahunl lHasil Penelitianl 

1l Muhammad Caesar 
(Universitas Islam 
Negeri Syarif 
Hidayatullah) 
(Skripsi Tahun 2018) 

Tindak pidana 
penyalahgunaan 
narkotika oleh 
anggota tentara 
nasional Indonesia 
(Analisis Putusan 
Mahkamah Agung 
Nomor 69 
K/MIL/2016)  
 

Dalam kasus 
penyalahgunaan 
narkoba di lingkungan 
militer, pelaku tidak 
hanya diwajibkan 
menjalani hukuman 
penjara minimal 1 
tahun, tetapi juga 
perlu mengikuti 
pemulihan medis dan 
sosial sesuai dengan 
ketentuan Pasal 127 
Ayat 3 Undang-
Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang 
Narkotika. Dalam 
Hukum Pidana Islam, 
pelanggar 
penyalahgunaan 
narkoba dikategorikan 
sebagai Jarimah Ta'zir, 
yang berarti bahwa 
penetapan hukuman 
diserahkan kepada 

                                                           
11

 KridolDaru Adwiria andlRidwanlRidwan, “KewenanganlBadan NarkotikalNasional 

ProvinsilSumatera SelatanlDalam MewujudkanlPenegakan HukumlTerhadap TindaklPidana 

Narkotika,” LexlLATA 1, nol3 (2021): l280–298, lhttps://doi.orgl/10.28946l/lexl.vl1i3.582. 
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otoritas atau *ulil 
amri*, yang perannya 
diwakili oleh hakim. 

2 Arnold Humisar 
Simatupang 
(Universitas 
Sriwijaya) 
(Skripsi Tahun 2014) 

Pidana penjara dan 
rehabilitasi terhadap 
penyalahgunaan 
narkotika. 

Selain sanksi pidana, 
terdapat juga langkah-
langkah dalam bentuk 
rehabilitasi, yang 
mencakup pemulihan 
medis dan sosial, bagi 
penyalahguna 
narkoba. Ketentuan 
mengenai rehabilitasi 
diatur dalam Undang-
Undang No. 35 Tahun 
2009 tentang 
Narkotika. Rehabilitasi 
ini diberikan kepada 
penyalahguna 
narkoba yang 
memenuhi 
persyaratan 
sebagaimana diatur 
dalam Surat Edaran 
Mahkamah Agung No. 
4 Tahun 2010. 

3 Anisa  
(Uin Alauddin 
Makasar) 
(Skripsi Tahun 2016) 

Tindak pidana 
penyalahgunaan 
narkotika yang 
dilakukan oleh anak di 
kota makasar 

Dampak langsung, 
seperti konsekuensi 
fisik, memberikan rasa 
tenang sementara 
dalam kehidupan 
anak, yang dapat 
meliputi hilangnya 
kasih sayang orang 
tua, pengucilan dari 
lingkungan 
masyarakat, dijauhi 
oleh teman-teman 
sebaya, dikeluarkan 
dari sekolah, serta 
penahanan. 
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 Dari ketiga penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, perbedaan 

utama dengan penelitian saya adalah bahwa studi yang dilakukan oleh 

Muhammad Caesar berfokus pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh 

anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam ranah peradilan militer. 

Sementara itu, penelitian Arnold Humisar Simatupang menitikberatkan pada 

hukuman penjara dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Anisa membahas tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak di Kota Makassar. 

Sedangkan dalam penelitian saya, fokus utama adalah pada Implementasi 

Mekanisme Asesmen Terpadu dalam penanganan kasus 

penyalahgunaanlnarkotika olehlBadan Narkotika Nasionall (BNN) 

ProvinsilSumateralSelatan. 

H.  Metode Penelitianl 

       1.  Jenis Penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang juga dikenal 

sebagai penelitian non-doktrinal. Pendekatan ini mencakup kajian serta 

analisis terhadap fakta-fakta terkait dampak dan proses asesmen terpadu 

dalam penanganan kasus penyalahgunaanlnarkotika olehlBadan 

Narkotika Nasionall (BNN) ProvinsilSumateralSelatan. 

 

 

2. SumberlData. 

Penelitianlini menggunakanldua jenisldata, yaituldata primerldan data 

sekunder: 
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a. Datalini diperoleh langsung dari narasumber yang memiliki 

pemahaman mendalam mengenai pokok permasalahan dalam 

penelitian ini. 

b.  Data sekunder dikumpulkan melalui studilkepustakaan yanglterdiri 

dari sumber hukumlprimer, lsekunder, danltersier. 

1) Meliputi peraturan perundang-undangan seperti KitablUndang-

UndanglHukum Pidanal (KUHPl), Undang-UndanglNomor 35 

Tahunl2009 tentanglNarkotika, KitablUndang-Undang HukumlAcara 

Pidanal (KUHAPl), serta Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 

tentanglBadan Narkotika Nasional. 

2) Mencakup peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan analisis 

yuridis terhadap proses asesmen terpadu dalam penanganan yang 

dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan. 

3) Terdiri dari kamus hukum, yurisprudensi, dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan hukum pidana. 

    3.  Teknik Pengumpulan Data. 

       Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

tahapan berikut: 

a. Diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara 

menggunakan kuesioner yang telah disusun berdasarkan 

permasalahan penelitian, kerangka teori, serta tujuan penelitian. 
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b. Dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, 

mencatat, serta mengutip sumber-sumber literatur yang relevan, serta 

menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

topik penelitian. 

    4.  Metode analisis data. 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk 

mengkaji hubungan antara teori dan fakta yang ditemukan di lapangan. 

Analisis dilakukan dengan menguraikan aspek-aspek penting hingga 

menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan temuan penelitian. 

I.     Sistema Penulisan.  

     Struktur penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu:   

BAB I PENDAHULUAN   

Bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, 

tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan.   

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menyajikan informasi umum mengenai narkotika, penyalahgunaan 

narkotika, tindak pidana narkotika, serta gambaran umum mengenai 

rehabilitasi medis dan sosial.   

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN 
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Bab ini menguraikan mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu dalam 

penanganan kasus penyalahgunaanlnarkotika olehlBadan NarkotikalNasional 

(BNN) ProvinsilSumateralSelatan, serta efektivitas penerapan asesmen 

terpadu dalam menentukan rehabilitasi atau hukuman bagi penyalahguna 

narkotika di wilayah tersebut.   

BAB IV PENUTUP   

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang 

berkaitan dengan temuan penelitian. 
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